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ABSTRAK

Ppembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Beluy; :
yang masih berlaku sampai sekarang walaupun sudah dilakukan beberapa kali perubah; §
sudah tidak bisa ditunda lagi, karena sudah tidak sesuai dengan nilai nilai luhur bang, &

.

sebagai nilai-nilai serta kepribadian yang dijunjung tinggi bangsa yang tercermin dalan
hukum pidana adat, (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang secard materiil dirasaku v
dapat memenuhi rasa keadilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yar: §
muncul di masyarakaat. Perubahan tersebut terutama mengenai masalah-masalah poki§
dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta tentang pidan g
dan pemidanaan. Konstribusi dan eksistensi hukum adat dalam pembaharuan KUH'E
nampak dari prinsip-prinsip yang secara substansial termuat dalam konsep rancangt 1
KUHP sebagai ius constituendum. Nilai-nilai hukum pidana adat yang ada, if
generalisasikan dan diambil untuk diberlakukan secara nasional.. Dalam pe'mbentld“m ?
sistem hukum pidana nasional yang mengedepankan azas keadilan, nilai-nilai yang hidy

dalam masyarakat termasuk hukum adat pidana yang selama ini diakui keberadaannya telo §
diserap dalam konsep rancangan KUHP.

Kata kunci : eksistensi, hukum pidana adat, RUU-KUHP
A. PENDAHULUAN

Sebagai akiby iti -
penjajahan yang bersic: t[;jOlm.k hUk.um yang dijalankan Hindia Belanda di ms*
sifat dualisme sistem bahkan pluralistik telah mewarisi kead2?’ ‘

hukum yang kenyataann ot

: o ya pluralistik pul

:()m(u 73 Tahun 1958 yang mencmui a.bD:mgan keluarnya Undang-Undaﬂg
ahun 1946 (KUH an berlakunya undang- r|

P) untuk seluruh Indonesia, maka tidak ad Tg . NO"L:: m

. ak ada lagi dualisme huk

njadiks . :

ang ada di wil:yatllk;ndumfonmtas terhadap kead®”

. n :

gambarkan sebaga; onesia sebelumnya. Nam’

Pidana di Indonesia. Undang-Undang ini
> 1Nl me




{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

